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Abstrak

Penelitian ini menganalisis dampak program transmigrasi terhadap hak tanah
adat masyarakat Papua. Metode yang digunakan adalah Observasi Partisipatif, yang
bertujuan untuk mengamati interaksi sosial dan budaya antara masyarakat adat dan
transmigran di lapangan. Menurut Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah
Sulaiman Suryanagara, program transmigrasi diarahkan untuk mewujudkan
pemerataan kesejahteraan di Indonesia Timur, khususnya Papua. Namun, program
ini berpotensi mengalihkan hak atas tanah masyarakat adat kepada pendatang, yang
dapat menyebabkan hilangnya akses mereka terhadap lahan tradisional dan
menimbulkan konflik sosial. Kehadiran transmigran sering menimbulkan ketegangan
antara penduduk asli dan pendatang, disebabkan oleh perbedaan kepentingan dalam
penggunaan sumber daya. Konflik ini mengancam harmoni komunitas dan
memperburuk perbedaan budaya. Selain itu, integrasi pendatang dapat mengancam
keberlangsungan budaya lokal dan praktik pengelolaan tanah tradisional yang telah
ada. Oleh karena itu, dialog yang konstruktif dan kebijakan yang mendukung
integrasi yang harmonis sangat diperlukan. Evaluasi terhadap kebijakan pemerintah
menunjukkan bahwa banyak dari kebijakan ini tidak mempertimbangkan aspirasi
masyarakat adat, yang berisiko mengabaikan hak-hak mereka. Solusi potensial
meliputi penguatan perlindungan hukum bagi tanah adat, keterlibatan masyarakat
lokal dalam perencanaan transmigrasi, dan kebijakan yang mendorong dialog
antarbudaya. Meskipun program ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan
infrastruktur, tantangan sosial yang dihadapi menunjukkan perlunya keseimbangan
antara manfaat bagi transmigran dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal agar
program ini dapat berhasil secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah.Transmigrasi, Hak Tanah Adat, Masyarakat
Papua, Konflik Sosial dan Budaya
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PENDAHULUAN

Program transmigrasi di Indonesia, khususnya di Papua, merupakan inisiatif
pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan
mengembangkan wilayah yang kurang maju. Meskipun program ini memiliki potensi
untuk meningkatkan perekonomian lokal melalui penyediaan lahan, infrastruktur,
dan kesempatan kerja, implementasinya juga menghadapi tantangan serius, terutama
terkait dengan hak tanah adat masyarakat lokal. Kehadiran transmigran sering kali
menyebabkan ketegangan dengan masyarakat adat, yang merasa terpinggirkan dan
kehilangan akses terhadap lahan tradisional mereka. Situasi ini dapat memperburuk
konflik sosial dan mengancam keberlangsungan budaya lokal.

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap
dampak sosial, ekonomi, dan budaya dari program transmigrasi, serta untuk
merumuskan kebijakan yang mendukung integrasi yang harmonis antara masyarakat
adat dan pendatang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak program
transmigrasi terhadap hak tanah adat masyarakat Papua dengan menggunakan
metode observasi partisipatif. Melalui pengamatan langsung terhadap interaksi sosial
dan budaya di lapangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang
lebih mendalam mengenai dinamika yang terjadi antara masyarakat adat dan
transmigran, serta menawarkan solusi yang inklusif untuk mengurangi dampak
negatif dari program ini. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya berkontribusi pada
pemahaman akademis mengenai program transmigrasi di Papua, tetapi juga
memberikan rekomendasi praktis untuk memperkuat perlindungan hak-hak
masyarakat adat dan menciptakan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipatif untuk
mengeksplorasi dampak program transmigrasi terhadap hak tanah adat masyarakat
Papua. Observasi partisipatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk
berinteraksi langsung dengan masyarakat di lapangan dan mendapatkan pemahaman
mendalam tentang interaksi sosial dan budaya antara masyarakat adat dan
transmigran. Dengan metode ini, peneliti dapat mengamati langsung dinamika
konflik, integrasi, serta perubahan sosial dan budaya yang terjadi akibat program
transmigrasi.

Lokasi dan Partisipan Penelitian

Penelitian dilaksanakan di beberapa wilayah di Papua yang menjadi lokasi
utama program transmigrasi. Partisipan utama terdiri dari perwakilan masyarakat
adat, transmigran, dan pemangku kepentingan lokal, seperti kepala adat dan aparat
pemerintahan desa. Pengambilan partisipan dilakukan secara purposif, dengan
mempertimbangkan peran mereka dalam interaksi sosial terkait hak tanah dan
pengelolaan sumber daya.

Teknik Pengumpulan Data

1.  Observasi Partisipatif: Peneliti terlibat langsung dalam aktivitas sosial dan
budaya masyarakat adat dan transmigran untuk mengamati interaksi dan
konflik yang muncul terkait hak atas tanah adat.

2. Wawancara Mendalam: Dilakukan untuk menggali pandangan masyarakat
adat, transmigran, dan pemangku kepentingan mengenai program
transmigrasi, dampaknya terhadap tanah adat, dan solusi yang mereka
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harapkan.

3.  Dokumentasi: Meliputi pengumpulan data sekunder seperti laporan
pemerintah, dokumen kebijakan transmigrasi, serta catatan konflik terkait
tanah adat.

Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis tematik untuk
mengidentifikasi tema-tema utama terkait konflik, dampak sosial, dan perubahan
budaya. Tahap pertama adalah pengkodean data, di mana setiap hasil observasi dan
wawancara dikategorikan berdasarkan tema yang relevan, seperti konflik lahan,
integrasi budaya, dan persepsi hak tanah adat. Hasil analisis disajikan dalam bentuk
naratif yang menggambarkan dinamika antara masyarakat adat dan transmigran,
termasuk rekomendasi untuk kebijakan yang lebih inklusif.

Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai
kompleksitas yang dihadapi masyarakat Papua akibat program transmigrasi, serta
mendukung pengembangan kebijakan yang menghormati hak-hak adat dan
mendukung harmoni sosial.

HASIL DAN PENELITIAN

Program Transmigrasi ke Papua

Pada Tempo.Co, Jakarta Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman
Suryanagara mengatakan Kementerian Transmigrasi mendapat arahan dari Presiden
Prabowo Subianto untuk mengadakan program transmigrasi ke wilayah Indonesia
Timur, terutama ke Papua. Tujuannya, untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan
daerah-daerah di Indonesia. "Agar Papua betul-betul menjadi bagian utuh dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kesejahteraannya, dalam konteks
persatuan nasionalnya, dan dalam konteks lebih besar," kata Iftitah saat serah terima
jabatan Menteri Transmigrasi di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi di Jakarta Selatan, Senin, 21 Oktober 2024.

Transmigrasi dan Dampaknya

Program transmigrasi seringkali mengalihkan hak atas tanah dari masyarakat adat
kepada pendatang, yang dapat mengakibatkan hilangnya akses mereka terhadap lahan
tradisional. Program transmigrasi di Papua berpotensi mengalihkan hak tanah adat
masyarakat lokal kepada pendatang, yang mengakibatkan hilangnya akses terhadap
lahan tradisional. Ini dapat menimbulkan konflik sosial antara masyarakat adat dan
transmigran, mengganggu keberlangsungan budaya dan identitas lokal. Masyarakat
adat sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai untuk hak
tanah mereka, sehingga hak-hak tersebut terancam. Pendekatan yang inklusif dan
penghormatan terhadap hak tanah adat sangat penting untuk mengurangi dampak
negatif transmigrasi dan mencapai integrasi sosial yang harmonis.

Munculnya ketegangan antara penduduk asli dan transmigran karena perbedaan
kepentingan dan penggunaan sumber daya. Konflik sosial antara penduduk asli dan
transmigran di Papua sering terjadi akibat perbedaan kepentingan dan cara penggunaan
sumber daya. Masyarakat adat mungkin merasa terpinggirkan ketika lahan yang mereka
gunakan secara tradisional dialokasikan untuk transmigran. Ketegangan ini dapat
memicu protes, kekerasan, dan pergeseran sosial yang mengganggu harmoni komunitas.
Selain itu, perbedaan budaya dan nilai antara kedua kelompok seringkali memperburuk
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situasi, sehingga penting untuk menciptakan dialog dan solusi yang adil bagi semua
pihak yang terlibat.

Integrasi pendatang dapat mengancam keberlangsungan budaya lokal dan praktik
tradisional yang berkaitan dengan pengelolaan tanah. Hilangnya identitas budaya
masyarakat adat di Papua dapat terjadi akibat integrasi pendatang yang membawa
budaya dan praktik baru. Ketika transmigran mulai menguasai lahan dan sumber daya,
praktik tradisional dalam pengelolaan tanah—seperti pertanian subsisten, ritual, dan
pengetahuan lokal—sering terabaikan. Ini dapat mengakibatkan erosi nilai-nilai budaya
dan tradisi yang telah ada selama bertahun-tahun, sehingga mengancam
keberlangsungan budaya lokal dan mengurangi rasa memiliki komunitas terhadap tanah
mereka. Dialog dan upaya pelestarian budaya menjadi penting untuk mengatasi dampak
ini.

Kajian tentang dampak sosial dari pertemuan antara budaya masyarakat adat
Papua dan transmigran, serta potensi konflik. Tantangan integrasi sosial di Papua
mencakup dampak negatif dari pertemuan antara budaya masyarakat adat dan
transmigran. Perbedaan nilai, norma, dan praktik budaya sering kali menciptakan
kesalahpahaman dan ketegangan. Ketika sumber daya yang digunakan oleh kedua
kelompok diperebutkan, potensi konflik meningkat, mengancam stabilitas sosial. Untuk
mengatasi tantangan ini, diperlukan dialog yang konstruktif dan pemahaman
antarbudaya, serta kebijakan yang mendukung integrasi yang harmonis tanpa
mengorbankan hak dan identitas budaya masyarakat adat.

Evaluasi kebijakan pemerintah terkait transmigrasi di Papua menunjukkan
dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat lokal, terutama dalam hal hak tanah
adat. Banyak kebijakan yang tidak mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan
masyarakat adat, yang dapat mengakibatkan pengabaian hak-hak mereka. Solusi yang
mungkin termasuk penguatan perlindungan hukum terhadap tanah adat, keterlibatan
masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi, serta
pengembangan kebijakan yang mengedepankan dialog antarbudaya untuk menciptakan
integrasi yang lebih adil dan berkelanjutan. Program transmigrasi memiliki tujuan untuk
meningkatkan ekonomi dan infrastruktur, namun juga dihadapkan pada berbagai
tantangan sosial dan kritik terkait dampaknya terhadap masyarakat adat. Keseimbangan
antara manfaat bagi transmigran dan perlindungan hak masyarakat lokal menjadi kunci
untuk keberhasilan program ini.

Aspek Program Transmigrasi di Papua

No. Kebijakan, Harapan dan Fenomena dilapangan

1 Penyediaan Lahan dan Fasilitas:
Pemerintah memberikan lahan, rumah, dan fasilitas dasar seperti jalan, sekolah, dan
layanan kesehatan untuk transmigran. Lahan ini biasanya digunakan untuk pertanian

dan perkebunan, dengan tujuan meningkatkan produktivitas pertanian.

INDONESIAN JOURNAL OF RESEARCH AND SERVICE STUDIES 181



Neri Payage
Transmigrasi dan Hak Tanah Adat: Kajian Sosial di Papua

2

Pengembangan Ekonomi Daerah
Program transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Papua dengan
memperkenalkan teknik pertanian modern dan membuka lapangan kerja baru, yang

diharapkan dapat menguntungkan baik transmigran maupun masyarakat lokal.

Tantangan Sosial dan Budaya
Kehadiran transmigran seringkali menimbulkan ketegangan dengan masyarakat lokal,
yang disebabkan oleh perbedaan budaya, bahasa, dan gaya hidup. Ini menjadi

tantangan bagi pemerintah untuk menciptakan integrasi sosial yang harmonis.

Peran Infrastruktur dan Pemerataan Pembangunan
Program transmigrasi juga berfokus pada peningkatan infrastruktur di Papua, seperti
pembangunan jalan dan jembatan, untuk mendukung kesejahteraan masyarakat lokal

dan transmigran.

Kontroversi dan Kritik
Program ini mendapat kritik karena dianggap lebih menguntungkan pendatang
dibandingkan masyarakat lokal, yang dapat mengubah komposisi demografis dan

merugikan hak-hak tanah adat masyarakat Papua.

Alasan penolakan kaum Migran oleh Masyarakat Adat Papua

Penolakan masyarakat Papua terhadap program transmigrasi tahun 2024

didasarkan pada beberapa alasan utama yang terkait dengan aspek sosial, ekonomi,
dan budaya, seperti:

No.

Masyarakat Papua merasa bahwa program transmigrasi lebih menguntungkan para
pendatang daripada masyarakat lokal. Transmigran seringkali mendapatkan fasilitas,
lahan, dan dukungan ekonomi dari pemerintah, sementara masyarakat lokal masih

menghadapi kesulitan akses terhadap sumber daya yang sama.

Kehadiran transmigran dinilai mengancam populasi masyarakat asli Papua.
Transmigrasi menyebabkan perubahan demografi yang membuat masyarakat lokal
merasa kehilangan identitas dan posisi dalam sistem sosial. Hal ini menciptakan

ketakutan terhadap marjinalisasi budaya dan pengaruh dari budaya luar.

Transmigrasi seringkali melibatkan penggunaan lahan yang dianggap oleh masyarakat
adat sebagai tanah ulayat atau tanah adat mereka. Ketakutan akan hilangnya tanah adat,
yang memiliki nilai historis dan spiritual, menimbulkan keresahan di kalangan

masyarakat Papua.
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4 Adanya perbedaan budaya, bahasa, dan gaya hidup antara masyarakat lokal dan

transmigran sering memicu konflik dan ketegangan sosial. Hal ini diperparah dengan
persepsi bahwa transmigran sering tidak memahami atau menghormati budaya lokal,

yang menyebabkan masyarakat lokal merasa terpinggirkan.

5 Pengembangan lahan untuk pertanian atau perkebunan oleh transmigran dianggap
berdampak pada lingkungan alami Papua, yang menjadi sumber mata pencaharian
utama bagi masyarakat lokal. Hilangnya hutan atau sumber daya alam yang digunakan
untuk kegiatan pertanian transmigran dapat mengancam keberlanjutan sumber daya

alam bagi masyarakat asli.

6 Sebagian masyarakat Papua menilai program transmigrasi sebagai kebijakan yang
tidak melibatkan masyarakat lokal secara penuh dalam proses perencanaannya.

Mereka merasa bahwa program ini sering kali dipaksakan tanpa pertimbangan

memadai terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Hasil analisis mengenai program transmigrasi ke Papua menunjukkan bahwa,
meskipun inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan di
wilayah Indonesia Timur, tantangan serius tetap ada, khususnya berkaitan dengan
hak tanah adat masyarakat lokal. Program ini berpotensi mengalihkan hak atas tanah
dari masyarakat adat kepada transmigran, yang mengakibatkan hilangnya akses
terhadap lahan tradisional dan meningkatkan kemungkinan konflik sosial.
Masyarakat adat sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai,
sehingga penting untuk mengadopsi pendekatan yang inklusif dan menghormati
hak-hak mereka untuk mencapai integrasi sosial yang harmonis. Ketegangan yang
muncul antara penduduk asli dan transmigran dapat mengancam keberlangsungan
budaya lokal, sehingga dialog konstruktif dan kebijakan yang mendukung integrasi
tanpa mengorbankan identitas budaya masyarakat adat sangat diperlukan. Secara
keseluruhan, keberhasilan program transmigrasi harus menyeimbangkan antara
manfaat ekonomi dan infrastruktur bagi transmigran dengan perlindungan hak-hak
masyarakat lokal. Keseimbangan ini adalah kunci untuk memastikan keberhasilan
program secara berkelanjutan.
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